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PENGELOLA PROGRAM KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DT3,INCA;IN  UHITED INAIroINS CH]r,DREN,S FUHD rF A;HH" 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERljlNDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :   a.     bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 terkait upaya pemenuhan hak dan perlindungan
khusus   anak,   Pemerintah   Republik   Indonesia   daft
UFthed    Nerfious    Chizdren's    Fund    sepalEat    un+"i±
memperkuat kerja sama;

bo     bahwa  Kementerian   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Perlindungan   Anak   menjadi    salah    satu    lembaga
pelaksana program kerja  gama antara Pemerintah RI
Republik Indonesia dan  L7in.fec8 IVcaft.oms Cfro.Zczre7£'s Fw7icz
khnsusny-a pelaksanaafl  progr.am  per`1iHdungan  anak,
pengurangan      resiko      bencana,      dan      program
komunikasi, mobilisasi sumber daya, dan kemitraan;

cD      bahwa     untuk     mengelola     program     kerja     sama
sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf b  secara  tertib,
efektif,   efisien,   transparan,   akuntabel,   dan   sesuai
deflgan  ketentuan   perundang--imdangan,   diperlukan
pengelola program kerja sama;

d.     bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagalmana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan     Keputusan     Sekretaris     Kementerian
Pemberdayaan   Perempuan   dari   Perlindungan   Anak
tefltang    Pengelola    Program     Kel-ja    Sama    afltara
Kementerian       Pemberdayaan       Perempuan       dan
Perlindungan  Anak  dengan   U7iz.€ec8  IVcztt.oas  Cfro.ZcZ7ie7t's
F%7icg Tahun 2024;

Mengingat        :    1®      Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2002    teritarig
Perlifldungan    Anak     (Lembaran     Negara    Repubfik
Indonesia    Tahun    2002     Nomor     log,    Tambahan
Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Nomor  4235)
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah   terakhir
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dengan    Undang-Undang    Nomor    17    Tahun    2016
tentang  P-enetapan   P-eraturan   Pemerintah   Pengganti
Undang-Undang    Nomor     1    Tahun    2016    tentang
Perubahan   Kedua   atas   Undang-Undang   Nomor   23
Tahun   2002   tentang   Perlindungari   Anak   Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016  Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Raepu_b±±k_In~d.Qn_esia=NQm_Qr5946);

2o      Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  2011  tentang
Tata   Cara   Pengadaan   Pinjaman   Luar   Negeri   dan
Penerimaan     Hibah     (I,embaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 23);

3.      Peraturan   .FTesfden   Nolnor  65   Tafiun   2020   te_n_tang
Kemen te rian       Pe mb e rd ayaan       Pere mpu ari       d an
Perlindungan    Anak     (Lembarari     Negara    Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor  133)  sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun
2023   tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Presiden
Nomor     65     Tahun     2020     teritang     Kementerian
Pemberdayaan   Perempuan   dan   Perlindungan   Anak
(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2023
Nomor  15);

4.     Peraturan   Menteri   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Perlindungan   Anak   Nomor   4   Tahun   2020   tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kenenterian Pemberdayaan
Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Berita   Negal-a
Republik     Indonesia     Tahun     2020     Nomor     887)
sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Pemberdayaan   Perempuan   dan   Perlindungan   Anak
Nomor    5    Tahun    2023    tentang    Perubahan    atas
Peraturan   Menteri   Pemberdayaafi   Perempuari   dan
Perlindungan   Anak   Nomoi-   4   Tahun   2020   tefltang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSRAN:
Menetapkan    :    KEPUTUSAN                  SEKRETARIS                  KBMENTERIAN

PEMBERDAYAAN     PEREMPUAN     DAN     PERLINDUNGAN
ANAK   TENTANG   PENGELOLA   PROGRAM   KERJA   SAMA
ANTARA    KEMENTERIAN    PEMBERDAYAAN    PEREMPUAN
DAN   PERLINDUNGAN   ANAK   DENGAN   L7IVITED  jvArFous
CH][jDREN, S FUND rF A:HLUEN 2o24 .
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KESATU           :   Membentuk dan menetapkan Tim pengelola program Kerja
Srama antara  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan  Anak  dengan  U7t£.tecz  IVcztr.oas  Cfu.Zc87ieji's  FLdnc8
Tahun  2024  yang  selanjutnya  disebut  Pengelola  Program
Kerja  Sama  antara  Kemen  PPPA  dengan  UNICEF  dengan
susunan  keanggotaan  dan  tugas  sebagaimana  tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
a_art K_epu.tu.saf±_ in_±e

KEDUA            :   Pengelola program Kerja sama antara Kemen pppA dengan
UNICEF  sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum  KBSATU
terdiri atas:
1.      _Pengal-ah;
2o     Tim Koordinasi perencanaan, Monitering dan Evaluasi,

serta Pelaporan; dan
3.      Tim pelaksana®

KETIGA            :   Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Pengelola  Program  Kerja
Sama  antara  Kemen  PPPA  dengan  UNICEF  bertariggurig
jawab   kepada   Menteri   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Perlindungan Anako

KEEMPAT        :   Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan
ini  bersumber  dari  dana  hibafi   U7iz.fec8  IVcztr.o7rs  Chz.ZcZ7ie7i's
FL6ncz tahun 2024.

KELIMA            :   Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkano

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Ckecher 2024

PLT.  SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI EKO RAHAYU/
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I`AMPIRAN
KE.PUTU SA pti-       SE KRETARI` S-       KETviE I`qT. E RI.A FT
PEMBERDAYAAN             PEREM PUAN             DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR     268     TAHUN2024
TENTANG
PENGELOLA  PROGRAM  KERJA  SAMA ANTARA
K-E.MENTERI`AN  PEM`E3BRDtA.YAA.N  PEREMPUAN
DAN  PERLINDUNGAN  ANAK  DENGAN   UIVITED
RIATIOINS CHELDREN'S FUND rrALHUEN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
PENGELO-LA PROGRAM- KERjA SAMA ANTARA KEMEN pppA DENGApa LTNlcEF

NO. JABATAN KEDUDUKANDALAMTIM TUGAS

A. Pengarah
1. Plt. Sekretaris

I  Ketua
1.  Menandatangafli dokumen

Kementerian Mriiitfig'-Ye:cici:i.s`v3vfedi€p]cc%re``Mr+vN]:E¥`r
2.  Memberikan arahan kepada

Tim Pelaksana dalam
merencanakan dan
melaksanakan program kerja
sarna antara Kemen PPPA
dengan UINICEF

2. DeputiBi'd-ang An88Ota Merencanakan dan melaksanakan
Perlindungan program kerja sama antara Kemen
Khusus Anak PPPA dengan UNICEF

3. Deputi Bidang An88Ota Merencanakan dan melaksariakan
Pemenuhan Hah program kerja sama antara Kemen
Anak PPPA dengan UNICEF

18. Tim Koordinasi Perencanaan, M0nitofing dafl Evaluasi, serta Pelaporan
1o Kepala Biro Ketua Tim Koordinator dalam perencanaan,

Perencanaan dan Koordinasi monitoring dan evaluasi, serta
Keuangan Perencanaan, pelaporan pelaksanaan kegiatan

Monitoring dan program kerja sama antara Kemen
Evaluasf, sertaPelaporan PPPA dengan UNICEF                            I

2® Analis Penanggung 1.  Bertanggungjawab atas
Pengelolaan jawab operasional perencanaan program atau
Keuangan APBNAhliMadyapadaBiroPerencanaan ke8iatan kegiatan keuangan, dan

pelaksanaan kegiatan program
kerja sama antara Kemen PPPA
dengan UNICEF-

2.  Beiweflang menandataflgraflidan Keuangan
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NO. JABATAN KEDUDUKANDAliATv[TITVT TUGASI
"  c§.riiat f>€`rin.ifita~in.P6in-b''a5ralal-=`--

(SPP) dan Surat Per.intah
Membayar (SPM)

3®  Berwenang menandatangani
cek/transfer dana di bank

3o Pranata Keuangan Pelaporan selaku 1.  Bertanggungjawab atas
APBN Teranpil Pemegang Uang pengelQlaan dana program kerja
pada BiroPerencanaan danKeuangan Muka Kegiatan sama antara Kemen PPPA

(PUMK)I dengan UNICEF
2.  Menyiapkan dokumen SPP dan

SPM
3®  Menyiapkan cek/surat transfer

bank
4®  Menyusun laporan keuangan

kegiatan Kemen PPPA dan
UNICEF

5®  Menyusun dokumen pengajuan
revisi DIPA untuk mencatatkan
dan mengesahkan penerimaan
hi,i3a±l p-rogram- kerja -sa_rm..a
antara Kemen PPPA dengan
UNICEF

C. Tim Pelaksana

1. Asisten Deputi Penanggung Mengoordinasikan pelaksanaan
Perumusan jawab kegjatan program kerja sama
Kebij.akanPerlindunganKhususAnak pe±akeaffaan' pada aHtara Kermen PPPA dengari-

Asisten Deputi UNICEF pada Asisten Deputi
Perumusan Perumusan Kebijakan
KebijakanPerlindunganKhususAnak Perlindungan Khusus Anak

2e Asisteri Deputi Penanggung Mengoord.inasikarlpelak!sarlaan
Perlindungan j-awa-b kegi~atan program kerj~a sama
Khusus Anak dariKekerasan pelaksanaan pada Kemen PPPA dengan UNICEF pada

Asisten Deputi Asisten Deputi Perlindungan
PerlindunganKhususAnak dariKekerasan Khusus Anak dari Kekerasan

3® Asisten Deputi Penanggung Mengoordinasikan pelaksanaari
Perlindungan
Anak Kcmdisi
Khusus

jawab
pelaksanaan pada
Asisten Deputi
Perlindungan
Anak Kondisi
Khusus

kegiatan program kerja gama
Kemen PPPA dengan UNICEF pada
Asisten Deputi Perlindungan Anak
Kondisi Khusus
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NO® JABATAN KEDUDUKAND~ALAM`TI.M` TUGAS

4. Asisten Deputi Penanggung Mengoordinasikan pelaksanaan
Pelayanan Anak jawab pada kegiatan program kerja sama
yang MemerlukanPerlindunganKhusus Asisten Deputi Kemen PPPA dengan UNICEF pada

Pelayanan Anak Asisten Deputi Pelayanan Anak
yang Memerlukan yang Memerlukan Perlindungan
PerlindunganIKhusu_s Khusus

5. Asisten Deputi Penanggung Mengoordinasikan pelaksanaan
Perumusan jawab kegiatan program kerja sama
KebijakanPemenuhan HakAnak pelaksanaan pada Kemen PPPA dengan UNICEF pada

Asisten Deputi Asisten Deputi Perumusan
PerumusanKehijakanPemenuhan HakAnak Kebijakan Pemenuhan Hak An°alz

6. Asisten Deputi Penanggung Mengoordinasikan pelaksanaan
Pemenuhan Hak jawah kegiatan program kerja sama
Anak atasPengasuhan danLingkungan pelaksanaan pada Kemen PPPA dengan UNICEF pada

Asisten Deputi Asisten Deputi Pemenuhan Hak
PemLep++u.haunjrH,a±+&- A-pL9~ka±a-s-PengasLu-h-ap+-dJam-
Anak atasPengasuhan danLingkungan Ijingkungan

7. Asisten Deputi Penanggung Mengoordinasikan pelaksanaan
Pemenuhan Hak jawab kegiatan program kerja sama
Sfp±l, Informas±,danPartisipasiAnak pelaksanaan pada Kemen PPPA dengan UNICEF pada

Asis-L-en Deptltr Asist~ell D-eptlti Pe~ffie.fltrharl Hatr
Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi
Sipil, Informasi,danPartisipasiAnak Anak

8. Kepala Biro Data Penanggrng Mengoordinasikan pelaksanaan
dari Informasi jawab kegiatan program kerja sama

pelaksanaan pada Kemen PPPA denganT UNICEF pada
Biro Data danInformasi Biro Data dan Informasi

PIJT.  SEKRETARIS KEMENTERIAN,

.,

TITI EKO RAHAYU/
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